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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Di era globalisasi seperti ini masyarakat lebih memilih untuk investasi di pasar 
modal dibandingkan dengan menabung uangnya di bank. Salah satu sarana investasi 
yang ada di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI), yang menyediakan 
berbagai produk investasi berupa saham dan obligasi. Di Bursa Efek Indonesia 
terdapat perusahaan yang sudah tercatat dengan beberapa syarat yaitu pelaporan 
keuangan, dimana laporan keuangan tersebut harus dilaporkan dalam kuartal 
termasuk pelaporan pajak. Perusahaan yang berorientasi laba sudah tentu akan 
berusaha mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan melakukan 
efisiensi biaya yang digunakan dalam operasional perusahaan termasuk dalam 
melakukan efisiensi pembayaran pajak.  
Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat (wajib pajak orang pribadi 
dan badan) kepada negara yang bersifat paksaan ditujukan dan digunakan sebagai alat 
pembayaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat yang 
dikelola dengan bantuan tangan pemerintah (Mardiasmo, 2011). Peran pajak dalam 
memberikan kontribusi pembangunan negara terdapat di berbagai bidang seperti 
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Begitu besar peran pajak 
dalam pembangunan, maka pemerintah gencar menekankan pentingnya membayar 
pajak. 
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Berbagai negara di dunia beranggapan bahwa pajak merupakan unsur paling 
penting dalam menopang anggaran penerimaan negara dan tiap tahun target 
penerimaan selalu dinaikkan. Di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan tentang 
pajak agar penerimaan pajak optimal tiap tahunnya. Namun, perusahaan sering 
menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba yang diperoleh 
perusahaan, oleh sebab itu upaya pemerintah dalam menaikkan target penerimaan 
pajak mengalami kendala yaitu perusahaan melakukan berbagai cara untuk 
melakukan praktik tax avoidance demi memperoleh keuntungan berupa laba yang 
tinggi. 
Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha memperoleh laba yang tinggi 
namun dengan laba yang tinggi harus dikurangi oleh beban-beban, salah satunya 
adalah beban pajak, beban pajak dikenakan sesuai dengan besar laba. Semakin besar 
laba semakin besar pajak yang akan dibayarkan. Beban pajak dihitung berdasarkan 
tarif pajak dikali dengan laba perusahaan. Laba perusahaan menurut PSAK 46 dibagi 
menjadi dua, laba akuntansi yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan, 
dengan laba fiskal yang dihitung menurut peraturan perpajakan. Hal ini merupakan 
celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak. 
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah dari sektor 
pajak belum maksimal. Pada tahun 2010 target penerimaan pajak Rp 743 triliun, yang 
terealisasi hanya 97,3% atau sebesar Rp 723 triliun, tahun 2011 target sebesar Rp 879 
triliun, yang terealisasi hanya 99,4% atau sebesar Rp 874 triliun, tahun 2012 dari Rp 
1.016 triliun yang ditargetkan hanya terealisasi Rp 981 triliun atau 96,4% saja, di 
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tahun 2013 pun sama target Rp 1.148 triliun yang terealisasi hanya Rp 1.077 triliun 
atau prosentasenya sebesar 93,8%, target penerimaan 2014 sebesar Rp 1.246 triliun 
hanya terealisasi Rp 1.143 triliun atau sebesar 91,7%, target penerimaan tahun 2015 
sebesar Rp 1.489,3 triliun hanya terealisasi sebesar Rp 1.235,8 triliun, atau 83% dari 
data tersebut diketahui bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan 
dari sektor pajak masih kurang. Masyarakat sebagai wajib pajak masih beranggapan 
bahwa beban pajak akan mengurangi pendapatan yang telah diperoleh, padahal lebih 
dari itu pajak akan digunakan untuk kepentingan bersama (www.pajak.go.id). 
Permasalahan yang berkaitan dengan tax avoidance adalah pada saat 
perusahaan memiliki tanggungan pajak yang rendah namun laba yang diperoleh 
setiap tahunnya meningkat. Meningkatnya laba perusahaan seharusnya diiringi 
dengan menaiknya beban pajak yang diterima perusahaan. Akan tetapi, pada 
beberapa perusahaan sektor pertanian ini laba yang meningkat tidak diiringi dengan 
menaiknya beban pajak. Berdasarkan data yang diperoleh perusahaan sektor 
pertanian yang melakukan tax avoidance dari tahun 2012-2016 terdapat 5 
perusahaan: 
Table 1.1 
Perusahaan Sektor Pertanian yang Melakukan Tax Avoidance Periode 2012-
2016 
No Nama Perusahaan KAP Tax 
Avoidance 
Tahun 
1 Bisi Internasional Tbk Big four 24% 2012 
2 Bisi Internasional Tbk Big four 19% 2013 
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3 Tunas Baru Lampung Tbk Big four 22% 2014 
4 Sawit Sumbermas Sarana Tbk Big four 24% 2015 
5 PP London Sumatra Indonesia Tbk Big four 24% 2016 
Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perusahaan sektor pertanian yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 sebanyak 5 perusahaan melakukan 
praktik tax avoidance. Beberapa uraian fenomena di atas juga merupakan bukti 
bahwa penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu penting dan harus 
mendapatkan perhatian lebih. 
Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi tax avoidance perusahaan yaitu 
kualitas audit dan karakteristik eksekutif. Faktor pertama yang memengaruhi tax 
avoidance adalah kualitas audit. Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang 
dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan 
pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan 
auditan (Maharani, 2014). Untuk menghasilkan laporan keuangan yang bersifat 
akurat dan dapat diandalkan, maka audit harus dilakukan oleh KAP besar (Big Four 
Accounting Firm). Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four diyakini mempu 
melakukan audit yang lebih berkualitas. Hal ini dikarenakan KAP Big Four diberikan 
banyak pelatihan dan diakui secara internasional (Hidayati, 2017). Jika dikaitkan 
dengan tax avoidance, perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four akan lebih sulit 
untuk memanipulasi laba perusahaan yang digunakan untuk kepentingan perpajakan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Sila (2017), Sandy (2015), dan Maharani (2014) 
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menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 
Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2017) dan Winata (2014) 
menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 
Selain kualitas audit, faktor lain yang memengaruhi tax avoidance adalah 
karakter eksekutif. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui 
kebijakan yang diambil oleh pimpinan atau eksekutif perusahaan itu sendiri. Dimana 
eksekutif perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan 
memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja 
memiliki karakter risk taker atau risk averse yang tercermin dari besar kecilnya risiko 
perusahaan. Eksekutif perusahaan yang bersifat risk taker akan cenderung lebih 
berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi. 
Selain itu, pemilik karakter ini juga tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang 
berasal dari hutang untuk pertumbuhan yang lebih cepat (Saputra et al, 2015). 
Penelitian yang dilakukan Maharani (2014), Saputra et al (2015), dan Alviyani 
(2016) menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap tax 
avoidance. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Tandean dan Nainggolan 
(2014) menunjukkan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax 
avoidance. 
Faktor eksternal yang memengaruhi tax avoidance adalah Kepemilikan 
institusional. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional dijadikan sebagai 
variabel moderasi. Kepemilikan institusional adalah faktor yang mewakili sumber 
kekuasaan (source of power) yang dapat digunakan untuk mendukung atau 
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sebaliknya terhadap keberadaan manajemen (Putri, 2017). Pemegang saham 
institusional dapat memengaruhi penerapan prinsip-prinsip corporate governance 
karena mereka memiliki kekuatan untuk mengarahkan dan mengendalikan tujuan 
bisnis perusahaan sesuai dengan keinginan mayoritas pemegang saham dalam upaya 
untuk melindungi dana yang mereka tanamkan pada perusahaan. Semakin besar 
kepemilikan institusional suatu perusahaan, menciptakan penerapan corporate 
governance yang baik dan semakin meningkatnya tanggung jawab sosial perusahaan. 
Sehingga memperkecil adanya peluang manajemen yaitu manajer untuk melakukan 
tindakan yang dapat merugikan perusahaan dan pemegang saham. Penelitian yang 
dilakukan oleh Sila (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 
negatif terhadap tax avoidance. Hal ini disebabkan karena pemilik institusional 
berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki dapat memaksa manajer untuk 
berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku 
mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, kepemilikan institusional dapat 
memoderasi hubungan antara kualitas audit dan karakter eksekutif dengan tax 
avoidance. 
Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas terdapat 
perbedaan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. 
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sila 
(2017). Namun, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumya. Adapun 
perbedaan yang pertama adalah penambahan variabel independen yaitu variabel 
karakter eksekutif dengan variabel moderasi yang sama yaitu kepemilikan 
7 
 
 
 
institusional. Alasan ditambahkannya variabel tersebut karena tax avoidance 
dilakukan berdasarkan keputusan dan kebijakan yang diambil oleh eksekutif 
perusahaan. Perusahaan dengan eksekutif risk taker cenderung lebih berani dalam 
pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan perusahaan termasuk dalam 
pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih 
cepat. Kedua adalah perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
perusahaan sektor pertanian (agriculture) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Alasan diambilnya objek perusahaan sektor pertanian karena penerimaan pajak 
dari perusahaan sektor pertanian sangat rendah dan adanya fenomena perusahaan dari 
sektor pertanian yang melakukan tax avoidance. Ketiga adalah penelitian sebelumnya 
yang dilakukan tahun 2013-2016 dan sekarang tahun penelitian yang dilakukan 
adalah pada tahun 2012-2016. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini 
mengambil judul “PENGARUH KUALITAS AUDIT DAN KARAKTER 
EKSEKUTIF TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KEPEMILIKAN 
INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Empiris pada 
Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016)”. 
1.2 Ruang Lingkup 
Mengingat luasnya permasalahan dan keterbatasan waktu penelitian, perlu 
adanya batasan permasalahan agar lebih terkonsentrasi, lebih mudah dipahami, dan 
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dapat meminimalisir kesalahan penafsiran terhadap maksud dan tujuan penelitian ini. 
Maka ruang lingkup dari penelitian ini meliputi: 
1. Objek penelitian adalah variabel yang menjadi titik perjatian suatu penelitian. 
Dalam penelitian ini objeknya terdapat di perusahaan sektor pertanian yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
2. Vaiabel penelitian dependen adalah tipe variabel yang dipengaruhi oleh 
variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu tax 
avoidance. 
3. Variabel penelitian independen adalah tipe variabel yang memengaruhi variabel 
lainnya. Dalam penelitian ini variabel independen yaitu kualitas audit dan 
karakter eksekutif. 
4. Variabel penelitian moderasi adalah tipe variabel yang memengaruhi variabel 
lainnya atau variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah hubungan 
antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini 
variabel moderasi yaitu kepemilikan institusional. 
5. Periode penelitian dari 2012-2016 yaitu selama 5 tahun. 
1.3 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, masih banyak perusahaan di Indonesia yang 
melakukan tax avoidance. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak 
dalam pelaksanaan pemungutan pajak menimbulkan masih banyaknya wajib pajak 
yang tidak patuh dalam membayar pajak. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan 
penerimaan pajak guna memenuhi kesejahteraan masyarakat, sedangkan wajib pajak 
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berusaha untuk mengurangi beban pajak perusahaan yang dianggap sebagai 
pengurang laba perusahaan. Beberapa perusahaan sektor pertanian yang melakukan 
tax avoidance adalah Bisi Internasional Tbk, Tunas Baru Lampung Tbk, Sawit 
Sumbermas Sarana Tbk, PP London Sumatra Indonesia Tbk. Keputusan perusahaan 
untuk melakukan tax avoidance tidak lepas dari kebijakan yang diambil oleh 
eksekutif perusahaan itu sendiri. Eksekutif dapat mengambil keputusan untuk 
melakukan tax avoidance karena kurangnya pengawasan oleh investor institusional. 
Selain itu, KAP yang mengaudit laporan keuangan perusahaan juga menentukan 
peluang perusahaan untuk dapat melakukan tax avoidance. Berdasarkan 
permasalahan di atas rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah 
mengenai pengaruh kualitas audit dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance yang 
dimoderasi dengan kepemilikan institusional. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan yang akan digunakan 
untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tax avoidance. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas audit dan karakter 
eksekutif terhadap tax avoidance serta untuk menganalisis pengaruh kepemilikan 
institusional sebagai pemoderasi pada kualitas audit dan karakter eksekutif terhadap 
tax avoidance pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI tahun 2012-
2016. Penelitian ini menggunakan teori agensi yang menjelaskan bahwa hubungan 
kontrak antara prinsipal dan agen akan menimbulkan konflik kepentingan dimana 
masing-masing pihak berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya masing-
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masing. Selain itu, adanya asimetri informasi dimana agen memiliki akses informasi 
yang lebih luas dibanding prinsipal dapat mendorong agen untuk menyembunyikan 
informasi atau menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya demi memaksimalkan kepentingan agen, salah satunya adalah dengan 
melakukan tax avoidance, dengan begitu agen akan memperoleh keuntungan 
tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama atau kontrak dengan prinsipal. 
1.5 Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 
1. Bagi Akademis 
Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan yang 
berkaitan dengan masalah terjadi dalam penelitian dan juga dapat digunakan 
sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. 
2. Bagi Pemerintah 
Sebagai bahan masukan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam 
membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih netral dan adil serta 
memberikan kontribusi dalam membuat mekanisme pengawasan yang lebih 
efektif terhadap wajib pajak tanpa ada penghindaran pajak. 
3. Bagai Para Praktisi 
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai dampak dari 
meminimalkan kewajiban pajak secara legal. 
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4. Bagi Perusahaan 
Bagi manajemen perusahan dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa 
betapa pentingnya pengaruh kualitas audit dan karakter eksekutif terhadap  tax 
avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi. 
5. Bagi Investor 
Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai bagaimana 
kecenderungan tax avoidance dilihat dari sisi kualitas audit dan karakter 
eksekutif dengan kepemilikan institusional dari suatu perusahaan. 
